BAB |1

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk
memahami corporate governance. Darmawati et al (2005:7) menyatakan bahwa
“hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara investor/pemilik (principal)
dengan manajer (agen)”. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahaan
antara kepemilikan (dipithak principal/investor/pemilik) dan pengendalian
(dipihak - agent/manajer).Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak
dimana satu atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau
pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen)
untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut
termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan.Dalam hal ini
manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya
yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan
perannya (utility maximizers), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan
selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena
pada umumnya pemilik memiliki welfare motives yang bersifat jangka panjang,
sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka
cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan
sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Konflik kepentingan yang
dikarenakan oleh kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan
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kepentingan principal memicu terjadinya biaya keagenan.Untuk membatasi atau
mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang
sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam
bentuk gaji. Dengan adanya monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa
memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam
praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik.

Menurut Darmawati et al (2005:9) ada tiga asumsi yang melandasi teori
keagenan yaitu :

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempuyai sifat
mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (bounded
rationality) dan tidak menyukai resiko.

2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota
organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri
informasi antara principal dan agent .

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai
komoditi yang dapat dijualbelikan.

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan
meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme
legal yang mencegah dilakukannya eksproriarsi atas pemegang saham baik
mayoritas maupun minoritas. Corporate governance merupakan salah satu elemen
kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian
hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham
dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur

yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai

sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, Darmawati et al (2005:11).
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2.2  Good Corporate Governance
2.2.1 Definisi Good Corporate Governance

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara
kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan
istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara
pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulithnya pemilik dalam
memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan
pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return.
Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan
antara pemilik dan manajer, Darmawati et al (2005:11).

Konsep good corporate governance baru popular di Asia. Konsep ini
relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep good corporate governance
baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung
dalam kelompok OECD (kelompok negara-negara maju di Eropa Barat dan
Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999. The Organization for Economic
Corporation and Development  (1999) dalam mendefinisikan corporate
governance sebagai berikut:

“The system by which business corporations are directed and

control. The corporate governance structure specifies the

distribution of right and responsibilities among different

participant in the corporation, such as the board, the managers,
shareholders and other stakeholders, and spells out the rule ang
procedure for making decision on corporate affairs. By doing

this, it also provides the structure through which the company

objectives are set, and the means of attaining those objectives and
monitoring performance ”.
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Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan
corporate governance ‘“sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan
hubunganantara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya
sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem
yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-
117/M-MBU/2002, corporate governance adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai

etika”.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak
pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada
waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan
(disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi
kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa
corporate governance merupakan :

a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan tentang peran Dewan

Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.

b. Suatu sistem yang mencakup keseimbangan wewenang atas pengendalian
perusahaan yang dapat membatasi munculnya pengelolaan yang salah dan

penyalahgunaan aset perusahaan.
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c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,

pencapaian dan pengukuran kinerjanya.
2.2.2 Prinsip Good Corporate Governance

Setiap bank harus memastikan bahwa asas Good Corporate Governance
(GCQG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan diseluruh jajaran bank. Asas GCG
diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) bank dengan
memperhatikan  kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku
kepentingan lainnya. Menurut Komite Nasional Kebijaksanaan Governance
tentang Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan
Indonesia (2013:14) asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi:

1. Transparansi
Transparansi (transparancy) mengandung unsur pengungkapan dan
penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangaku kepentingan
dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis
secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

2. Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam
organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga
dan pejabat  yang memliki kewenangan harus  dapat
mempertanggungjawabkan Kinerjanya secara transparan dan akuntabel.
Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan
memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas
Responsibilitas (responsibility) mengandung unsur kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta
tanggungjawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan.Responsibilitas
diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha
dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi
yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen.

4. Independensi
Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan
objektifitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan
asas dengan independensi (independency), bank harus dikelola secara
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independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran
dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan
profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan
Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang
adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam
melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing
pihak yang bersangkutan.
Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparancy)

Pedoman pokok pelaksanaan:

a. Bank harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai
informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

b. Bank harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi
tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-
nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan
kompensasi ~ Komisaris  dan ~ Direksi,  pemegang  saham
pengendali, struktur organisasi  beserta pejabat eksekutif,
manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,
sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan
kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

c. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang -
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undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta
pemangku kepentingan lainnya.

d. Prinsip transparansi yang dianut oleh bank tidak mengurangi
kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai bank dan
nasabah sesuai  dengan peraturan perundang-undangan serta
informasi yang dapat mempengaruhi daya saing bank.

e. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada
pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang
kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Pedoman pokok pelaksanaan:

a. Bank harus menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target
usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Direksi dan Dewan Komisaris bank harus menyampaikan laporan
tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rapat umum
pemegang saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya
kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

c. Bank harus menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku kepada otoritas pengawas bank dan kepada pemangku

kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
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d. Bank harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas
bagi masing-masing organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi
serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi,
nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.

e. Bank harus memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus
membuat  pertanggung-jawaban  atas pelaksanaan  tugasnya,
sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai dengan ketentuan
internal bank.

f.  Bank harus meyakini bahwa masing-masing Dewan Komisaris
dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai
kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami
perannya dalam pelaksanaan GCG.

g. Bank harus memastikan adanya struktur, sistem dan standard
operating procedure (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya
mekanisme check and balance dalam pencapaian visi, misi, dan
tujuan bank.

h. Bank harus memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun
seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran  yang
disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan,
sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki sistem

penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
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i.  Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan bank.

j.  Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-
masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh
jajaran dibawahnya harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman
perilaku yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (Responsisbility)

a. Pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi
beserta seluruh jajaran dibawahnya harus  berpegang  pada
prinsip  kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal bank.

b. Bank harus dapat menafsirkan secara baik ketentuan perundang-
undangan, anggaran dasar dan peraturan internal bank, tidak
hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi
juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan
ketentuan tersebut.

c. Bank harus dapat memelihara kelestarian alam melalui kebijakan
perkreditan ~ dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya
sumber daya alam.

d. Bank harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui

tanggung jawab sosial dan lingkungan.
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4. Independensi (Independency)

a. Masing-masing organ bank beserta seluruh jajaran dibawahnya
harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh
oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan
segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara obyektif.

b. Masing-masing organ bank harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal bank
dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan
atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

c. Seluruh jajaran bank dibawah Direksi dan Dewan Komisaris harus
melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas
serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang
bersangkutan.

5. Kewajarandan Kesetaraan (Fairness)

a. Bank harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi
yang diberikan kepada bank.

b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap

informasi sesuai prinsip keterbukaan.
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c. Bank harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugas secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis

kelamin (gender) dan kondisi fisik.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

GCGdapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan
berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme checks and balance di
perusahaan. Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (2006:7) ada
beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG, antara lain:

a. Meningkatkan kinerja perusahaan.

b. Mempermudah diperolennya dana pembiayaan yang lebih murah yang
pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.

c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan
modalnya di Indonesia.

d. Pemegang saham akan merasa puas dengan Kkinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan Shareholders’s value dan deviden.

Pelaksanaan GCG merupakan langkah penting dalam membangun
kepercayaan pasar (market convidence) dan mendorong arus investasi
internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang. Menurut  Bassel
Committee on Banking Supervision, tujuan dan manfaat GCG antara lain sebagai
berikut:

a. Mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan
wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk
mencegah timbulnya suatu masalah.

b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang
mampu meminimalisir resiko.

c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan
citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
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. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan
komisaris, direksi dan RUPS.

Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Menjaga Going Concern perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan GCGsecara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai

apabila ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya.

Menurut Komite Nasional Kebijaksanaan Governance tentang Prinsip Dasar

Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (2012:4) penerapan

GCG yang harus dilaksanakan oleh bank diantaranya:

s
2.

3.

Bank harus memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.

Bank harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap
moral bank yang baik dalam pelaksanaan usahanya.

Bank harus memiliki pedoman tata kerja dewan komisaris dan tata kerja
dewan direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.

Bank harus memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku
perusahaan yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ
perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku
harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga
membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-
nilai perusahaan.

. Bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian

dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bank harus memiliki peraturan atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat
mendukung suasana kerja yang kondusif.

. Bank harus memiliki whistle-blowing system untuk memungkinkan

diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai
dan pemangku kepentingan lainnya.
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Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent
akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif
untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut. Penerapan
corporate governance merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan
mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat
didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah

keagenan.

2.2.4.1 Proporsi Kepemilikan

Proporsi kepemilikan saham diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 17 Tahun 1992 TentangPersyaratan Pemilikan SahamDalam Perusahaan
Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa“dari seluruh nilai modal saham
perusahaan pada waktu pendirian perusahaan patungan, dan ditingkatkan menjadi
sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus)”.

Indikator yang digunakan dalam penelitian mengacu pada penelitian yang
dilakukan oleh Santoso (2012:26), yaitu persentase kepemilikan saham yang
dimiliki oleh pemegang saham terbesar pada bank merger dan akuisisi, dalam hal
ini mayoritas pemegang saham diproporsionalkan sebesar 51% dari prosentase

kepemilikan pemegang saham perusahaan.

2.2.4.2 Dewan Komisaris
Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang

digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa
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Efek Jakarta BEJ Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 mengharuskan perusahaan yang
terdaftar di bursa efek untuk memiliki dewan komisaris yang memonitor
perusahaan agar tercipta GCG di Indonesia. Secara hukum dewan komisaris
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi.Dewan
komisaris merupakan inti dari GCG yang ditugaskan untuk menjamin
pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola
perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Ukuran dewan
komisaris dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas pengawasan. Sam’ani
(2008:39) mengungkapkan bahwa peningkatan ukuran dewan komisaris akan
memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak
luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI1/2006 pasal 4 ayat 1,
menyatakan bahwa “jumlah anggota dewan komisaris paling kurang 3 (tiga) orang
dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi”.

Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah komisaris yang
terdapat pada jajaran dewan baik komisaris inetrnal maupun maupun komisaris
eksternal perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan
pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No0.8/14/PBI1/2006 pasal 15 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa
“dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-
kurangnya empat kali dalam setahun”.Senada dengan itu menurut PBI

No0.8/14/PBI/2006pasal 6 ayat 3menyatakan bahwa:
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“Latar belakang pendidikan dewan komisaris harus memenubhi
persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit
and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test)”.

2.2.4.3 Komisaris independen
Menurut PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum, mengemukakan bahwa:

“Komisrais independen adalah anggota dewan komisrais yang
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dewan
komisrais lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali
atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen”.

Komisaris independen bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan
untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan
nasihat bilamana diperlukan.Tugas utama komisaris independen adalah
memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Kriteria yang harus dimiliki oleh komisaris independen menurut Surat
Edaran Bl No.9/12/DPNP dalah sebagai berikut:

a. Tidak memiliki hubungan keuangan, yakni apabila memperoleh
penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota dewan
komisaris lainnya dan/atau direksi (pengurus) bank, dari perusahaan
sebagai pemegang saham pengendali pengurus bank, dan dari pemegang
saham pengendali bank.

b. Tidak memiliki hubungan kepengurusan, yakni apabila menjadi pengurus
pada perusahaan dimana dewan komisaris bank lainnya menjadi pengurus,
menjadi pengurus pada perusahaan yang pemegang saham pengendali nya
pengurus bank, dan menjadi pengurus atau pejabat eksekutif pada
perusahaan pemegang saham pengendali bank.

c. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham yakni apabila menjadi
pemegang saham pada perusahaan yang pemegang saham pengendali nya
adalah pengurus dan/atau pemegang saham pengendali bank, dan/atau
menjadi pemegang saham pada perusahaan pemegang saham pengendali
bank.
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d. Tidak memiliki hubungan dengan bank apabila:

I. Memiliki saham bank lebih dari 5% dari modal disetor bank.

ii. Menerima/memberi  penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman
dari/kepada bank yang menyebabkan pihak yang memberi bantuan,
seperti pihak terafiliasi dan/atau pihak yang melakukan transaksi
keuangan dengan bank (debitor inti dan deposan inti).

Untuk lebih memantapkan efektifitas komisaris independen, keberadaan
komisaris independen telah diatur dalam PBIl Nomor: 8/14/PBI/2006 pasal 5 ayat
2 yang menetapkan bahwa “komposisi komisaris independen sekurang-kurangnya
berjumlah 50% dari jumlah anggota dewan komisaris”.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam pada tanggal 1 Juli
tahun 2000, yang menyatakan bahwa “proporsi dewan komisaris independen
adalah 30% dari total anggota dewan komisaris”.

Senada dengan itu menurut PBI1 No.8/14/PBI1/2006, menyatakan bahwa:

“Latar belakang pendidikan komisaris independen harus

memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan

Kepatuhan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and

Proper Test)”.
2.2.4.4 Komite Audit

Komponen penting lain yang mendukung terlaksananya GCG vyaitu komite
audit (FCGI, 2001). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM
No.Kep.29/PM/2004, menyatakan bahwa ‘“komite audit adalah komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan
pengelolaan perusahaan”.

Menurut PBI No. 8/4/PBI1/2006 pasal 4 yang menyatakakan bahwa “syarat
untuk menjadi anggota komite audit adalah independen atau tidak memiliki
Tatu Meisaroh, 2013
Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Suatu Kasus Pada

Bank Yang Melakukan Merger dan Akuisisi Periode 2006-2011)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



31

hubungan usaha maupun afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris, maupun
pemegang saham utama”.

Menurut PBI No. 8/4/PB1/2006 pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3

(tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris

independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua

komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak

ekstern yang independen dimana satu diantaranya memiliki

keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan yang lainnya

memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan”.

Santoso(2012:103) mengemukakan bahwa Bank yang ideal adalah bank
yang mempunyai proporsi komite audit independen di angka 100%.

Menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 pasal 38 ayat 1 yang menyatakan
bahwa “komite audit terdiri dari minimal satu orang anggota yang berlatar
belakang pendidikan di bidang ekonomi dan satu orang anggota yang berlatar
pendidikan di bidang hukum”.

Abeysekera (2008:8) menyatakan bahwa komite audit merupakan
mekanisme untuk memastikan tidak ada tindakan manajemen yang merugikan
stakeholder.Komite audit dibentuk oleh komisaris dan bertanggung jawab kepada
komisaris. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governancetentang Prinsip Dasar
Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (2006:6), komite
audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum.
Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan

standar audit yang berlaku.
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

N
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Menurut pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI1/2006 yang menyatakan bahwa:
“Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah memantau dan
mengevaluasi  perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai
kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses
pelaporan keuangan perbankan”.
Agar tugas dan fungsi komite audit dalam membantu dewan komisaris
dapat berjalan secara efektif, komite audit minimal mengadakan rapat tiga sampai

empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2001:6).

2.2.4.5 Dewan Direksi

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan
(two board system) yaitu dewan komisaris dan dewan direksi yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-
masing.Fungsi dewan komisaris dan dewan direksi diamanahkan dalam anggaran
dasar dan peraturan perundang-perundangan yang dikenal sebagai fudicary
responsibility (KNKG, 2012:5).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governancetentang Prinsip Dasar
Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (2012:5),
mengemukakan bahwa

“Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan

bertanggungjawab secara kolegal.Masing-masing anggota direksi

dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai

dengan pembagian tugas dan wewenangnya, tetapi pelasanaan

tugas dari masing-masing anggota direksi akhirnya tetap

merupakan tanggungjawab bersama”.

Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi

mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur

Tatu Meisaroh, 2013

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Suatu Kasus Pada
Bank Yang Melakukan Merger dan Akuisisi Periode 2006-2011)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



33

pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui
oleh dewan komisaris, memelihara suatu struktur organisasi, memastikan bahwa
pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan
akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem
pengendalian intern.

Menurut PBI No.8/4/PBI/2006 yang menyatakan bahwa “jumlah anggota
direksi paling kurang 3 (tiga) orang dimana seluruh anggota berdomisili di

Indonesia”.

2.3 Kinerja Keuangan
2.3.1 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat erat kaitannya dengan penilaian
mengenai sehat atau tidaknya perusahaan tersebut.Apabila kinerja keuangan baik,
maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut.Berikut dipaparkan
beberapa pengertian kinerja keuangan dan penilaian kinerja keuangan.

Mulyadi (2007:2) mengemukakan bahwa “kinerja keuangan adalah
penentuan secara efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang diterapkan sebelumnya”.

Sedangkan Fahmi (2012:2) menjelaskan “kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah
melaksanakan dengan menggunkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara

baik dan benar”.
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Pendapat serupa dikemukakan oleh Sawir (2005:1) yang mengemukakan
bahwa “kinerja keuangan adalah kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan
suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan”.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian kinerja keuangan, berikutnya
dipaparkan pengertian penilaian kinerja keuangan menurut Wibisono (2006:15),

“Evaluasi kinerja adalah penilaian kinerja yang diperbandingkan

dengan rencana atau standar yang disepakati dimana setiap

pengukuran kinerja harus ditetapkan standar pencapaian sebagai

saran untuk mencapai tujuan suatu perusahaan”.

Dari beberapa pernyataan para ahli dapat ditarik kesimpulan kinerja
keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat keefektifitasan

operasional suatu organisasi dan karyawannya dalam perusahaan berdasarkan

sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, diperlukan suatu kajian
berupa analisis laporan keuangan yang tercermin dari laporan keuangan yang
dibuat oleh masing-masing perusahaan.Beberapa unsur laporan keuangan yang
sudah dibuat tersebut dapat dihitung rasio keuangannya, hasil perhitungan rasio
itu dibandingkan dengan standar ketentuan yang ditetapkan pemerintah dengan
perusahaan yang bersangkutan apakah rasio yang diperoleh sesuai dengan standar
yang ditetapkan atau tidak.Untuk sektor perbankan menyesuaikan standar Kkriteria
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pihak otoritas pengawas perbankan

yang ada di Indonesia.
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Pada prinsipnya penilaian kinerja dilakukan karena memiliki beberapa
tujuan. Menurut Mulyadi (2007:415) mengemukakan bahwa “tujuan pokok
penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran
organisasi dalam memenuhi standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya
agar membuahkan tindakan hasil yang diinginkan”.Kemudian Moin (2010:153)
mengungkapkan bahwa berbagai pihak melakukan penilaian untuk tujuanya
masing-masing diantaranya adalah:

a) Bagi para analisis sekuritas melakukan penilaian untuk membuat suatu
keputusan membeli atau menjual saham.

b) Bagi analisis kredit melakukan penilaian untuk mengetahui seberapa besar
resiko perusahaan berkaitan dengan aktivitas pinjaman.

c) Bagi para calon investor melakukan penilaian untuk membeli atau tidak
saham yang baru dijual.

2.3.3 Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja keuangan sangat diperlukan oleh semua perusahaan demi
berkembangnya perusahaan tersebut, perusahaan dapat dinilai kinerjanya oleh
pihak terkait sesuai dengan ruang lingkup bisnisnya. Bank Indonesia sebagai
pihak yang bertindak menilai kinerja keuangan bank-bank yang ada di Indonesia
baik itu bank pemerintah, swasta dan bank asing. Dalam melakukan penilaian
kinerja keuangan diperlukan proses atau tahapan sehingga akan diperoleh hasil
akhir kinerja suatu perusahaan.

Menurut Fahmi (2013:3), ada beberapa tahap dalam menganalisis kinerja
keuangan suatu perusahaan yaitu:

1. Melakukan riview terhadap data laporan keuangan.

Tujuannya adalah agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai
dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia
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akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut
dapat dipertanggngjawabkan.
2. Melakukan perhitungan
Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi
dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan
tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang
diinginkan.
Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang diperoleh.
Melakkan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai
permasalahan yang ditemukan.

o e w

Dengan adanya tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan akan
memudahkan pihak yang menilai kinerja untuk memeriksa hasil kinerja keuangan
suatu perusahaan, bagi pihak manajemen dapat digunakan sebagai acuan dalam
memperbaiki kesalahan yang terjadi dimasa lalu, membantu memecahkan masalah
yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa yang
akan datang.

Bagi para analisis, laporan keuangan merupakan media penting untuk
menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap pertama
seorang analsis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu
perusahaan. Oleh karena itu, media laporan keuangan inilah yang menjadi bahan
sarana informasi dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat
menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu
periode dan arus dana perusahaan dalam periode tertentu.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2002:7) memberikan pernyataan sebagai
berikut:

“Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat
disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/
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laporan arus dana). Catatan dan laporan serta materi penjelasan
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

S. Munawir (2002:3) memberikan definisi mengenai laporan keuangan
sebagai berikut:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas

perusahaan tersebut”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan
perusahaan adalah laporan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan pada
suatu periode tertentu, dimana laporan tersebut disajikan dalam bentuk neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas yang mempunyai
manfaat sebagai alat komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak
stakeholder untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen
tersebut.

S. Munawir (2002:5) menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah
dibuat akan digunakan oleh manajemen untuk:

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan;

2. Untuk menentukan/ mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau
produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai
oleh perusahaan yang bersangkutan;

3. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah
diserahi wewenang dan tanggungjawab;

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijakan atau prosedur yang
baru untuk mencapai hasil yang lebih baik;
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Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi

mengenai gambaran kinerja manajemen yang dapat terlihat dari laporan keuangan,

hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh S. Munawir (2002:31):

“Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat
penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi
keuangan dengan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang
bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi
pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut
diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan analisa lebih
lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang dapat mendukung
keputusan yang akan diambil”.

Tujuan analsis laporan keuangan adalah untuk menyederhanakan data

sehingga dapat lebih mudah dimengerti, dari data-data yang ada kita dapat

menentukan informasi posisi keuangan, hasil operasi, perkembangan perusahaan

serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk suatu pengambilan

keputusan.

Teknik analisisi laporan keuangan yang biasa digunakan menurut S.

Munawir (2002:37) adalah sebagai berikut:

=

o e w

~No

Analsisi perbandingan laporan keuangan.

. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang

dinyatakan dalam persentase (Trend Percentage Analysis).
Laporan dengan persentase per komponen (Common Size Statement).
Analisis sumber dan penggunaan modal kerja.

. Analisis sumber dan penggunaan modal kas (Cash Flow Statement

Analysis).

Analisis rasio.

Analsisi perubahan laba kotor (Gross Profit Analysis).
Analisis break event.

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis

laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu
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agar data lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.3.3.1 Analisis Rasio Keuangan

Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos yang ada dalam laporan
keungan merupakan dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil
operasi suatu perusahaan.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu
jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan analsisi rasio
ini dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang
baik buruknya suatu perusahaan. S. Munawir (2002:64) manyatakan bahwa:

“Analisis rasio seperti halnya alat-alat analisis yang lain adalah

future oriented, oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk

menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini

dengan faktor-faktor dimasa mendatang yang mungkin akan

mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan

yang bersangkutan. Dengan demikian kegunaan angka rasio

sepenuhnya tergantung pada kemampuan atau kecerdasan

penganalisa dalam menginterpretasikan data yang bersakutan”.

Analsis rasio dapat digunakan untuk menetukan dan mengukur hubungan
antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui
perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan

dengan laporan dari beberapa periode dalam suatu perusahaan, atau

diperbandingkan dengan alat-alat perbandingan lainnya.
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Kasmir (2008:106) mengkalsifikasikan lima bagian analisis rasio, yaitu
sebagai berikut:

Rasio likuiditas.
Rasio solvabilitas.
Rasio aktivitas.
Rasio profitabilitas.
Rasio pertumbuhan.
Rasio penilaian.

ogakrwbdE

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio lebih disukai
oleh para investor, hal ini dikarenakan penggunaan rasio menggambarkan tingkat
perbandingan dalam Kkinerja perusahaan. Rasio yang sering digunakan dalam
pengukuran Kinerja adalah rasio profitabilitas yang manggambarkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan
oleh Kasmir (2008:196) bahwa “rasio profitablitasmemberikan ukuran tingkat
efektifitas manajemen suatu perusahaan”. Hal ini ditujukan oleh laba yang
dihasilkan dari penjualan dan penadapatan investasinya.lntinya adalah
penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan.Rasio ini menggambarkan
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah
cabang dan sebagainya.

Secara umum rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai rasio yang
digunakan untuk menugukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau
merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengahasilkan laba selama

periode tertentu, unuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara
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efisien.Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan
kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Sofyyan Syafri Harahap (2008:304) menjabarkan rasio profitabilitas
sebagai berikut:
Profit margin.
Return on asset (ROA).
Return on investment (ROI).

Return on equity (ROE).
Earning per share.

AR

2.3.3.1.1ROI

Untuk mengukur Kkinerja keuangan perusahaan dilihat dari rasio
profitabilitas dapat menggunakan ROI sebagai indikator analisisnya, hal ini sesuali
dengan yang dinyatakan oleh Countris dan Dupont (dalam Sofyan Syafri Harahap,
2008:300) bahwa “yang terpenting adalah ROI dan dari sini bisa dikembangkan
rasio yang dapat menghubungkan laporan neraca dan laporan laba/rugi” oleh
karena itu, pemilihan ROl sebagai rasio analisis bertujuan untuk mengetahui
tingkat efektifitas manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk
dipergunakan dalam memperoleh laba dalam kegiatan operasional perusahaan.

Untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan maka
digunakan pengukuran ROI, hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2008:201-
201) yang menyatakan “ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas

manajemen dalam mengelola investasinya”.
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S. Munawir (2002:89) menyatakan bahwa besarnya ROI dipengaruhi oleh
dua faktor yaitu:

1. Turnover dari operatating asset (tingkat perputaran aktiva yang digunakan
untuk operasi).

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam
proses prosentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur
tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan
dengan penjualannya.

Rumus untuk mencari (ROI) dapat digunakan sebagi berikut:

Operating Asset Turnover x Profit Margin

Atau

Penjualan Laba Usaha

Operating asser  Penjualan

Atau

Laba Usaha
Operating asset

(S. Munawir, 2002:89)

Earning After Interest and Tax
Total Aktiva

Retur On Investment (ROI) = x 100%

( Kasmir, 2008:202)

2.4  Bank
2.4.1 Pengertian Bank

Dalam Kasmir (2003:11) bank dikatakan sebagai “lembaga keuangan yang
kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank
lainnya.” Sementara itu dalam Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10
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November 1998 (revisi UU No. 14 Tahun 1992) tentang perbankan, yang
dimaksud dengan bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Seringkali pengertian bank dan perbankan terlihat sama saja, namun
sebenarnya dua hal tersebut sangatlah berbeda. Dalam Taswan (2006:11)
disebutkan bahwa:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
melaksanakan usahanya. Sementara bank adalah sebuah lembaga
atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro,
deposito tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang
kelebihan  dana  (surplus  spending unit)  kemudian
menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan
dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
Pada pengertian tersebut, bank tampak statik sedangkan
perbankan tampak sangat dinamis.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu
lembaga keuangan dimana mempunyai tugas sebagai perantara keuangan yang
memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk

disalurkan.

2.4.2 Jenis-jenis Bank
Jenis bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang
telah direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998, dalam Taswan (2006:5) bankdibagi

menjadi dua jenis, yaitu:
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1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum
malaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana,
menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Dalam Kasmir (2008:34), jenis bank dilihat dari fungsinya terbagi ke

dalam Bank Komersial, Bank Pembangunan, dan Bank Tabungan. Bank
Komersial ialah bank yang kegiatan penghimpunan dananya terutama dalam
menerima deposito dan usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka
pendek.Bank Pembangunan yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya
terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka atau
mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, dan usahanya
terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang
pembangunan.Bank Tabungan yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya
terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam
usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan menjadi Bank
Pemerintah Pusat, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank
Asing, dan Bank Campuran (Kasmir,2008:36). Bank Pemerintah Pusat ialah
bank yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah pusat .Bank
Pemerintah Daerah ialah bank yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan

Pemerintah Daerah.Bank Swasta Nasional yaitu bank yang dimiliki oleh Warga

Negara Indonesia, Bank Asing yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya
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dimiliki oleh pihak asing, sementara Bank Swasta Campuran ialah bank yang
dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.

Berdasarkan kegiatan usahanya, bank terbagi ke dalam dua jenis yaitu
Bank Devisa dan Bank Non Devisa.Bank Devisa ialah bank yang dapat
melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata
uang asing secara keseluruhan, sementara itu Bank Non Devisa merupakan
bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank
Devisa.

Sedangkan ditinjau dari segi menentukan harga atau cara penentuan
keuntungan yang akan diperoleh, bank dibedakan menjadi bank yang
berdasarkan Prinsip Konvensional, dan bank yang berdasarkan Prinsip Syariah
(Kasmir, 2008:40). Bank yang berdasarkan prinsip konvensional ini mencari
keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya dengan menetapkan
bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan maupun harga beli
untuk produk pinjamannya (kredit). Selain itu untuk jasa-jasa bank lainnya,
perbankan konvensional juga memberlakukan nominal atau persentase tertentu
sebagai biaya jasa yang lebih dikenal dengan istilah fee based. Bank yang
berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana

atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.
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2.4.3 Sumber Dana Bank
Dana dalam suatu bank merupakan hal yang vital yang dapat
menggerakkan semua kegiatan operasionalisasi hingga kegiatan menghasilkan
laba. Tanpa dana, bank tidak dapat menjalankan fungsinya. MenurutDendawijaya
(2009:46), pada dasarnya suatu bank mempunyai sumber dana yang diperoleh
dari :
1. Dana pihak kesatu
Dana pihak kesatu berarti dana yang diperoleh dari pemilik bank dan para
pemegang saham itu sendiri. Dana pihak kesatu terdiri dari pos modal disetor,
agio saham, cadangan-cadagan, dan laba ditahan.Berdasarkan ketentuan Bank
Indonesia, modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
2. Dana pihak kedua
Dana pihak kedua berarti dana yang diperoleh dari pinjaman pihak luar.
Pinjaman dari pihak luar ini terdiri dari call money (pinjaman harian antarbank),
pinjaman biasa antarbank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB),
dan pinjaman dari Bank Sentral (BI).
3. Dana pihak ketiga
Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat yang kelebihan dana.
Dana ini ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat.Dana pihak ketiga
terdiri dari giro (demand deposit), deposito (time deposit), dan tabungan (saving).
Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana terbesar di setiap bank, karena bisa
mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya,

2009:49).
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2.5  Merger dan Akuisisi
2.5.1 Pengertian Merger dan Akuisisi

Dalam konteks keilmuan, merger dan akuisisi bisa didekati dari dua
perspektif yaitu dari disiplin keuangan perusahaan (corporate finance) dan dari
manajemen startegi (strategic management).Dari sisi keuangan perusahaan,
merger dan akuisisi adalah salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang
(pengangaran modal/ capital budgeting) yang harus diinvestigasi dan dianalisis
dari aspek kelayakan bisnisnya.Sementara itu dari perpektif manajemen straegi,
merger dan akuisisi adalah salah satu alternatif strategi pertumbuhan melalui jalur
eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari dua perspektif ini maka
tujuan merger dan akuisisi tidak lain adalah untuk membangun keunggulan
kompetitif perusahaan jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan
nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau
pemegang saham , Moin (2009:2).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998
tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
menyebut merger sebagai penggabungan, akusisi sebagai pengambilalihan dan
konsolidasisebagai peleburan. Definisi merger menurut peraturan pemerintah
tersebut sebagai berikut:

“Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu

perseroan atau lebih untuk menggambungkan diri dengan

perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang
menggambungkan diri menjadi bubar”.
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Menurut Encyclpedia of Banking & Finance (dalam Moin, 2009:5)
memberikan definisi merger sebagai berikut:

“Merger is combination of two or more corporation wherein the

dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing

operations usually under the same name”.

Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan definisi berdasarkan perspektif
akuntansi bahwa:

“Merger adalah salah satu metode penyatuan usaha (business

combination), dimana penyatuan itu adalah penyatuan dua atau

lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi

karena perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau

memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan”.

Penyatuan kepentingan memiliki makna yang sama dengan terminologi
merger dan PSAK No. 22 mendefinisikan penyatuan kepentingan (pooling of
interest) adalah sebagai berikut:

“Penyatuan kepentingan adalah suatu penggabungan usaha

dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung

bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh, atau secara

efektif selurun aktiva neto dan operasi perusahaan Yyang

bergabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala

resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan, sehingga

tidak ada pihak yang dapat diindentifikasisebagai perusahaan

pengakuisisi”.

Menurut Moin (2009:5) mengemukakan bahwa “merger adalah
penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu
perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya
menghentikan aktivitasnya atau bubar”.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh peraturan maupun para ahli
tentang definisi merger dapat disimpulkan bahwa merger adalah salah satu bentuk

penyerapan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dimana hanya ada
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satu perusahaan yang tetap menjalankan kegiatan operasinya, sementara yang
lainnya menghentikan aktivitasnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1998
tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
mendefinisikan akusisi sebagai berikut:

“Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan

hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih baik seluruh

atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan

beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.

Menurut PSAK No. 22 mendefinisikan akuisisi dari perspektif akuntansi
sebagai berikut:

“Akuisisi adalah seuatu penggabungan usaha dimana salah satu

perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali

atas aktiva neto operasi perusahaan yang diakuisisi (acquiree),

dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban,

atau mengeluarkan saham”.

Menurut Moin (2009:8) mengemukakan bahwa  “akuisisi adalah
pengambilalihan kepemilikkan atau pengendalian atas saham atau aset suatu
perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan
pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang
terpisah”.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh peraturan maupun para ahli
tentang definisi akuisisi adalah salah bentuk bentuk pengambilalihan kepemilikan

perusahaan oleh pihak pengakusisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya

kendali atas perusahaan yang diambilalih tersebut.
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2.5.2 Kilasifikasi Merger dan Akuisisi

Variasi merger dan akusisisi sangat banyak bila ditinjau dari berbagai
sudut. Variasi ini tidak terlepas dari tata cara penggabungan usaha yang terus
berkembang. Dengan memahami klasifikasi ini, kita akan melihat dari sudut mana
merger dan akuisisi dilaksanakan. Menurut Moin (2009:22) pengkalsifikasian
merger dan akuisisi bisa dilihat dari beberapa sudut, dari klasifikasi berdasarkan
aktivitas ekonomi dapat diklasifikasikan dalam lima tipe yaitu merger horizontal,
merger vertikal, merger konglomerasi, merger ekstensi pasar, dan merger ekstensi
produk. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang
bergerak dalam industri yang sama. Merger vertikal adalah integrasi yang
melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses
produksi atau operasi. Merger konglomerasi adalah merger dua atau lebih
perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak
terkait.Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih
perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar.Merger ekstensi
produk adalah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan untuk memperluas lini
produk masing-masing perusahaan.

Menurut Moin (2009:26) merger dan akusisi berdasarkan pola merger
terbagi dalam dua kategori yaitu mothership merger dan platform
merger.mothership mergeradalah pengadopsian satu pola atau sistem untuk
dijadikan pola atau sistem pada perusahan hasil merger. Platform mergeradalah
semua sistem atau pola bisnis sepanjang itu baik akan diadopsi oleh perusahaan

hasil merger.
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Menurut Moin (2009:27) merger dan akusisi berdasarkan metode
pembiayaan terbagi dalam kas, hutang, saham atau kombinasi kas hutang dan
saham. Metode pembiayaan kas adalah pengakuisisi menyerahkan sejumlah kas
kepada pemegang saham perusahaan target atas penyeraham saham atau aktiva.
Metode pembiayaan hutang adalah pembiayaan akuisisi dilakukan melalui hutang
dan hanya sebagian kecil dibiayai dengan uang tunai pengakuisisi. Metode
pembiayaan saham adalah pembiayaan melalui saham terjadi ketika saham
perusahaan target diganti atau ditukar dengan saham perusahaan hasil merger.
Metode pembiayaan kombinasi kas, hutang dan saham dilakukan jika pengakuisisi
tidak memliki cukup kas, tidak ingin menggunakan saham seluruhnya, atau tidak
ingin  menggunakan hutang seluruhnya untuk membiayai transaksi, maka
pengakuisisi bisa mengkombinasikan dua atau tiga cara pembayaran tersebut.
Dengan demikian pengakuisisi dapat menggunakan kas dan hutang, kas dan
saham, hutang dan saham atau kas, hutang dan saham sebagai alat pembayaran.

Klasifikasi merger dan akusisi atas dikenakan atau tidaknya pajak
didasarkan pada media transaksi yang dipakai. Cara pembayaran yang berbeda
yakni dengan kas atau dengan saham akan mengakibatkan ada tidaknya
pengenaan pajak atas transaksi tersebut. Jika pembayaran dilakukan dengan kas
berarti transaksi terebut merupakan objek pajak.Sebaliknya jika transaksi
dilakukan dengan 100% saham maka transaksi tersebut tidak terkena pajak.
Menurut Moin (2009:28) terdapat empat bentuk merger yang terkena pajak yaitu
merger ke depan (forward merger), merger berbalikan (reverse merger), merger

melalui perusahaan anak (subsidiary merger), merger segitiga berbalikan
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(tringular reverse merger). Sedangkan klasifikasi merger dan akuisisi tidak
dikenakannya pajak terdapat enam bentuk yaitu reorganisasi tipe A (statutory
merger), reorganisasi hibrid segitiga (hybrid tringular merger), reorganisasi tipe
B (acquisition of stock for voting stock), reorganisasi tipe B segitiga (tringular
acquisition of stock for voting stock), reorganisasi tipe C (acquisition property for
voting stock), reorganisasi D (special-case acquisition property for voting stock).

Menurut Moin (2009:42) Kklasifikasi merger dan akuisisi berdasarkan
obyek yang diakuisisi dibedakan atas akuisisi saham dan akuisisi aset.Akusisisi
saham adalah akuisisi yang terjadi ketika pemilik saham menjual saham-saham
mereka kepada pembeli/ pengakuisisi.Akuisisi aset adalah akuisisi yang dilakukan
apabila pihak pengakuisisi tidak ingin terbebani hutang yang ditanggung oleh
perusahaan target.

Klasifikasi berdasarkan perlakuan akuntansi menurut Moin (2009:44)
dibedakan atas metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. Metode
pembelian adalah metode yang dilakukan jika sebuah penggabungan bisnis
melibatkan transaksi pembelian mayoritas saham secara tunai oleh perusahaan
lain yang berakibat beralihnya pengendalian, maka transaksi ini diperlakukan
sebagai pembelian (purchase) dan metode akuntansi yang digunakan adalah
metode pembelian (purchase method). Metode panyatuan adalah penggabungan
usaha diperlukan sebagai penyatuan kepentingan (pooling of interest) jika
pemegang saham perusahaan yang bergabung tetap melanjutkan kepemilikannya
terhadap perusahaan hasil penggabungan. Karakteristik dari tipe penyatuan

kepentingan ini adalah (1) tidak ada proses jual beli antara satu pihak dengan
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pihak lainnya (2) tidak ada pihak yang dianggap sebagai pengambil alih atau yang
diambil alih dan (3) tidak ada pihak yang dominan yang timbul dari
penggabungan tersebut. Perlakuan akuntansi untuk penggabungan bisnis seperti
ini menggunakan metode penyatuan (pooling method).Metode pooling mencatat
aset dan kewajiban berdasarkan nilai buku, sedangkan laba ditahan dan agio
saham perusahaan yang digabung diakui dan ditambahkan ke dalam neraca

konsolidasi perusahaan hasil penggabungan.

2.5.3 Proses Merger dan Akuisisi

Menurut Moin (2009:15) pada prinsipnya merger dan akusisi dilakukan
berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya
unsur pemaksaan dari salah satunya. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan
merger dan akusisi, diantaranya bisa dipaparkan sebagai berikut:

1. Diawali dengan negosiasi terlebih dahulu anatara kedua belah pihak yang
diwakili oleh manajemen atau direksi masing-masing perusahaan.

2. Jika masing-masing direksi setuju, selanjutnya mereka membuat rencana
merger yang memuat tentang rancangan anggaran dasar perusahaan hasil
merger atau perusahaan yang diakuisisi, tata cara penyelesaian pemegang
saham yang menolak merger dan akuisisi, dan estimasi selama proses
merger atau akuisisi.

3. Masing-masing direksi membuat rancangan merger atau rancangan
akuisisi dan meminta persetujuan kepada dewan komisaris melalui rapat
umum pemegang saham (RUPS) masing-masing perusahaan. Anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan memiliki aturan-aturan
tersendiri berrkaitan dengan pengambilalihan ini.

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam merger mulai mempersiapkan dokumen-
dokumen pendukung dalam rangka proses yuridis dan operasional.
Masing-masing pihak membentuk tim khusus untuk menangani proses ini.
Tim di pihak bidder biasanya melibatkan para konsultan eksternal untuk
membantu pada saat pramerger atau akuisisi, proses pelaksanaan dan pasca
merger dan akuisisi. Pada tahap ini dilakukan due diligenceatau uji tuntas
untuk mengidentifikasi dan menilai secara komprehensif dan mendalam
terhadap berbagai asek perusahaan target seperti aspek keuangan,
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produksi, pemasaran dan distribusi, sumber daya manusia, teknologi
operasi, hubungan dengan pihak supplier dan aspek legalitas.
5. Proses persetujuan merger dan akuisisi diakhiri dengan penandatanganan
naskah antara dua belah pihak yang bisa disebut dengan closing.
6. Setelah selesai penandatangan, proses integrasi efektif dimulai.
2.5.4 Motivasi dan Tujuan Merger dan Akuisisi

Moin (2009:53) menggolongkan motivasi untuk melakukan merger dan
akuisisi menjadi empat yaitu motivasi ekonomi, motivasi sinergi, motivasi
diversifikasi dan motivasi non ekonomi.

1. Motivasi Ekonomi

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah
seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nila (value creation) bagi
perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger dan akuisisi memiliki motif
ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai
tersebut.Oleh karena itu seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus
diarahkan untuk mencapai tujuan ini.

Perusahaan harus melakukan implementasi program melalui langkah-
langkah kongkrit misalnya melalui efisiensi produksi, peningkatan penjualan,
pemberdayaan dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Disamping
itu motif ekonomi merger dan akuisisi yang lain meliputi: mengurangi waktu dan
biaya serta resiko kegagalan memasuki pasar baru, mengakses reputasi teknologi
dan produk serta merk dagang, memperoleh individu-individu sumber daya

manusia yang profesional, membangun kekuatan pasar (market power),

membangun kekuatan monopoli, memperluas pangsa pasar, mengurangi
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persaingan, mendiversifikasi lini  produk, mempercepat pertumbuhan,
danmenstabilkan cash flow dan keuntungan.

Motivasi ekonomi mempunyai beberapa jenis yaitu motif strategis, motif
politis, dan motif perpajakan.Motif strategis adalah suatu motif yang timbul ketika
aktivitas merger dan akuisisi diarahkan untuk mencapai posisi strategis
perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif dalam industri.Motif politis
adalah motif yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk memaksa perusahaan
baik BUMN atau swasta untuk melakukan merger dan akusisi. Motif perpajakan
adalah suatu motif yang apabila perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada
kesempatan investasi internal yang layak secara ekonomis, maka perusahaan bisa
melakukan akuisisi sebagai cara penghindaran pajak. (Moin,2009:54-55).

2. Motivasi Sinergi

Dalam konteks merger dan akuisisi, sinergi diartikan sebagai hasil ekstra
yang diperoleh jika dua atau lebih perusahaan melakukan kombinasi bisnis.Salah
satu motivasi utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk
menciptakan sinergi, dimana manfaat ekstra atau sinergi ini tidak bisa diperoleh
seandainya perusahaan-perusahaan tersebut bekerja secara terpisah.

Motivasi sinergi mempunyai beberapa jenis yaitu sinergi operasi, sinergi
finansial, sinergi manajerial, sinergi teknologi, dan sinergi pemasaran.Sinergi
operasi adalah sinergi yang terjadi ketika perusahaan hasil kombinasi mampu
mencapai efisiensi biaya. Efisiensi ini dicapai dengan cara pemanfaatan secara
optimal sumber daya-sumber daya perusahaan. Sinergi operasi ini dapat

dibedakan dalam dua dimensi yaitu dimensi economies of scale dan economies of
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scope. Sinergi finansial adalah sinergi yang dihasilkan ketika perusahaan hasil
merger memiki struktur modal yang kuat dan mampu mengakses sumber-sumber
dana dari luar secara mudah dan murah sedemikan rupa sehingga biaya modal
perusahaan semakin menurun. Sinergi manajerial adalah sinergi yang dihasilkan
ketika terjadi transfer kapabilitas manajerial dan skill dari perusahaan yang satu ke
perusahaan lain atau ketika secara bersama-sama mampu memanfaatkan kapasitas
know-how yang mereka miliki. Sinergi teknologi adalah sinergi yang bisa dicapai
dengan memadukan keunggulan teknik sehingga mereka saling memetik manfaat.
Sinergi  teknologi dapat terjadi misalnya pada departemen riset dan
pengembangan, departemen desain dan engineering, proses manufacturing, dan
teknologi informasi. Sinergi pemasaran adalah sinergi yang terjadi ketika
perusahaan melakukan merger yang akan memperoleh manfaat dari luas dan
terbukanya pemasaran produk, bertambahnya lini produk yang dipasarkan, dan
semakin banyaknya konsumen yang bisa dijangkau. (Moin, 2009:55-59)
3. Motivasi Diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan
melalui merger dan akuisisi.Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung
aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi
bersaing.Motivasi diversifikasi ini memberikan manfaat seperti transfer teknologi
dan pengalokasian modal. (Moin, 2009:59)

4. Motivasi Non-Ekonomi
Motif non-ekonomi ini berasal dari kepentingan personal (personal

interest motive) baik dari manajemen perusahaan maupun dari pemilik
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perusahaan.Motivasi non-ekonomi mempunyai beberapa jenis Yyaitu hubris
hypothesis dan ambisi pemilik.Hubris hypothesisadalah suatu hipotesis yang
menyatakan bahwa merger dan akuisisi semata-mata didorong oleh motif
“ketamakan” dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan.Alasannya
adalah para eksekutif/ pihak manajemen menginginkan ukuran perusahaan yang
lebih besar.Ambisi pemilik adalah pemilik perusahaan memiliki ambisi untuk
membangun ‘“kerajaan bisnis” dalam rangka menguasai berbagai sektor industri.
Perusahaan-perusahaan tersebut akan membentuk konglomerasi dibawah kendali
perusahaan induk. Jika pemilik perusahaan dominan dalam mengandalikan
keputusan perusahaan, akibatnya manajemen pun dapat dikendalikan untuk

memenuhi keinginan pemilik tersebut. (Moin, 2009:61-62).

2.5.,5 Manfaat dan Resiko Merger dan Akuisisi

Sebagaimana sebuah organisme, perusahaan akan mengalami berbagai
kondisi yaitu (1) tumbuh dan berkembang secara dinamis, (2) berada pada kondisi
statis dan (3) mengalami proses kemunduran atau pengkerutan. Menurut Moin
(2009:13) dalam rangka tumbuh dan berkembang ini perusahaan bisa melakukan
ekspansi bisnis dengan memlilih salah satu diantara dua jalur alternatif yaitu
pertumbuhan dalam perusahaan (organic/ internal growth), dan pertumbuhan dari
luar perusahaan (external growth).

Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun
bisnis atau unit bisnis baru dari awal (start-ups business).Sebaliknya pertumbuhan

eksternal dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada.Merger dan
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akusisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk
mengakses pasar baru atau produk baru tanpa harus membangun dari nol, Moin
(2009:13).

Menurut Moin (2009:13) alasan mengapa perusahaan melakukan merger
dan akusisi adalah adanya manfaat lebih yang diperoleh darinya. Secara spesifik,
keunggulan dan manfaat merger dan akuisisi anatara lain adalah:

1. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas.
Memperoleh kemudahan dana/ pembiayaan karena kreditor lebih percaya
dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.

Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.

Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.
Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.
Mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen
baru.

Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.

8. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

N

@ ok w
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Sedangkan jika dilihat dari keuntungan peristiwa meger dan akusisi
menurut Moin (2009:4) mengemukakan bahwa “pemegang Saham perusahaan
yang di merger dan akuisisi seringkali diuntungkan karena harga saham dihargai
diatas harga pasar (premium).Sebaliknya pemegang saham perusahaan yang
mengakuisisi belum tentu diuntungkan karena masih tergantung dari sukses
tidaknya akuisisi”.

Disamping memperoleh berbagai manfaat, menurut Moin (2009:13)
merger dan akuisisi juga memiliki kelemahan sebagai berikut:

Proses integrasi yang tidak mudah.

Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat.
Biaya konsultasi yang mahal.

Meningkatnya kompleksitas birokrasi.

Biaya koordinasi yang mahal.

Seringkali menurunkan moral organisasi.
Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

NogakowhE
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8. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Senada dengan itu, Moin (2009:4) mengemukakan bahwa “dampak yang
merugikan dari peristiwa merger dan akuisisi bisa dilihat dari sisi karyawan
karena kebijakan ini sering disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang jumlahnya selalu fantastik.Kerugian ini berdampak juga pada jajaran direksi
karena posisi mereka dipertaruhkan.Posisi dewan direksi masing-masing bank
harus direstrukturisasi ke dalam satu jajaran direksi.Hal ini berarti terjadi

pemangkasan jumlah direksi”.

2.5.6  Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Merger dan Akuisisi
Moin (2009:4) mengemukakan bahwa “sukses atau tidaknya suatu merger
dan akuisisi diantaranya diukur dari tecapainya peningkatan nilai perusahaan
pasca merger dan akuisisi.Jika nilai perusahaan pasca merger dan akusisi tidak
meningkat berarti pemegang saham telah kehilangan premium yang dibayarkan

ditambah biaya-biaya lain dalam rangka transaksi merger dan akuisisi”.

2.6 Tinjauan Penelitian terdahulu
Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh good corporate governance
terhadap kinerja keuangan bank dirangkum sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Mohamed Akhtaruddin,
Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain dan Lee Yao. Dalam jurnal
ilmiah asing yang diterbitkan The University Of Science Malaysia yang
berjudul Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate
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Annual Reports of Malaysian Listed Firms. Penelitian ini mengkaji secara
empiris mengenai tata kelola perusahaan dan pengungkapan Kinerja
keuangan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Malaysia. Variabel
yang diteliti dalam peneltian ini diantaranya, ukuran dewan komisaris,
proporsi komisaris independen, dewan direksi, pemegangan konstitusional
saham, kontrol keluarga dan persentasi komite audit. Sampel yang
digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di bursa efek Malaysia selama
periode 2002. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan positif
antara ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dewan
direksi dan pengungkapan kinerja keuangan. Namun adanya hubungan
negatif antara kontrol keluarga, persentase komite audit dan pengungkapan
kinerja keuangan serta tidak berpengaruh pada Kinerja dewan
direksi.Perbedaan dengan penelitian penulis tidak memasukan dalam
penelitian penerapan kontrol keluarga tetapi penulis memasukan latar
belakang pendidikan dan jumlah rapat masing-masing struktur organisasi
dalam bank.

2. Deni Darmawati, Khomsiyah dan Rika Gelar Rahayu (2005), penelitian ini
membahas tentang hubungan corporate governance dan Kinerja keuangan
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau Bursa
Efek  Indonesia.Variabel yang diteliti  dalam  peneltian ini
diantaranyaukuran GCG dengan corporate governance index yang
dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (I1ICG)

di tahun 2001 dan 2002 dan kinerja diukur dengan(ROE). Sampel yang
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digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa dengan model regresi, variabel
corporate governance secara statistik signifikan mempengaruhi ROE.
Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti mengukur GCG sendiri dan
kinerja keuangan diukur dengan ROI dan sampel yang digunakan adalah
bank yang melakukan merger dan akuisisi.

3. Rudy Tri Santoso (2012), penelitian ini membahas tentang pengaruh
corporate governance terhadap kinerja keuangan bank merger di Indonesia
(tahun 1998-2010). Variabel vyang diteliti dalam peneltian ini
diantaranyaukuran GCG dengan proporsi kepemilikan, ukuran dewan
komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang dewan komisaris,
rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, proporsi komite audit
independen, latar belakang pendidikan komite audit, dan rapat komite
audit dan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan pendekatan
efesiensi yang diprosikan dengan DEA (Data Envelopment Analysis).
Sampel yang digunakan adalah bank merger di Indonesia pada tahun 1998-
2010.Hasil penelitian ini menunjukan adanya adanya pengaruh antara
ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran atau
jumlah komite audit, dan jumlah rapat komite audit terhadap
pengungkapan kinerja keuangan. Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti
mengukur kinerja keungan diukur dengan ROI, serta sampel yang
digunakan adalah bank yang melakukan merger dan akuisisi periode

2008-2011.
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2.7  Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaitkan antara struktur keorganisasian dengan kinerja bank,
terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi
bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank.Pencapaian tujuan
dan kinerja bank tidak terlepas dari Kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan
dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank
akan dituangkan dalam suatu kontrak (performance contract). Hubungan kontrak
antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan Agency Theory.

Agency theory didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang
(disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya
(disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan
atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk
mengambil keputusan. Dalam hal ini investor memiliki harapan bahwa manajer
akan menghasilkan returns dari uang yang mereka investasikan. Secara ideal,
investor dan manajer sebaiknya menandatangani kontrak yang lengkap, yang
menspesifikasikan secara tepat apa saja yang akan dilakukan oleh manajer di
segala kemungkinan yang terjadi, dan bagaimana laba perusahaan akan
dialokasikan. Namun demikian, sebagian besar faktor-faktor tersebut sulit untuk
diramalkan sebelumnya, sehingga kontrak yang lengkap sulit untuk
diwujudkan.Dengan demikian, investor diharuskan untuk memberikan hak

pengendalian residual (residual control right) kepada manajer, yaitu hak untuk
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membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum
terlihat dikontrak.

Hak pengendalian residual yang dimiliki oleh manajer memungkinkan
untuk diselewengkan dan akan menimbulkan masalah keagenan yang dapat
diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa dana yang
mereka tanamkan tidak dikelola dengan semestinya oleh manajer. Menurut
Darmawati et al (2005:9) menyatakan penyelewengan hak residual ini pada
dasarnya didasarkan atas tiga asumsi yang melandasi teori keagenan, yaitu :

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempuyai sifat
mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (bounded
rationality) dan tidak menyukai resiko.

2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota
organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri
informasi antara principal dan agent.

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai

komaoditi yang dapat dijualbelikan.

Posisi agent sebagai pemegang kunci informasi dan principals sebagai
penerima informasi dari agent dapat memicu munculnya suatu kondisi yang
disebut sebagai asimetri informasi (information asymetri), yaitu suatu kondisi
dimana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia
informasi dengan pihak principal secara umum tidak seimbang. Asimetri antara
manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk
berlaku opprtunistic untuk memperoleh keuntungan pribadi.
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Konflik kepentingan terjadi karena agen tidak selalu bertindak sesuai
dengan kepentingan prinsipal yang memicu terjadinya biaya keagenan. Deni
Darmawati et al (2005:9) menyebutkan ada tiga jenis biaya keagenan, yaitu :

1. Biaya monitoring (monitoring cost) yang dirancang untuk membatasi
aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen.

2. Biaya membelanjakan sumber daya perusahaan (biaya bonding/bonding
cost) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat
merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan
memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan
tersebut.

3. Biaya kerugian residual (residual loss) biaya yang dikeluarkan ketika
terjadi divergensi antara keputusan-keputusan agen dengan keputusan-
keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen dimana

berdampak pada pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal.

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang
merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa
berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa
mereka akan menerima return  atas dana yang telah mereka investasikan.
Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa
manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak
akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek

yang tidak mengutungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan
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oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengkontrol para
manajer (Deni Darmawati et al, 2005:11).

Corporate governance merupakan suatu elemen kunci dalam
meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan
menajemen perusahaan yaitu antara dewan direksi, dewan komisaris, para
pemegang sahamnya dan stakeholders lainnya. ~Corporate governance juga
memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran
(objectives) dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk mencapai sasaran-
sasaran tersebut dan sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Good
corporate governance harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi
dan menajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi
kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat
memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk
menggunakan sumberdaya secara efisien (OECD, 1999 dalam Deni Darmawati et
al, 2005:11).

Good corporate governance dianggap bisa menjembatani konflik
kepentingan yang terjadi antara principals dan agent dikarenakan memiliki
prinsip-prinsip yang baik untuk diterapkan.

Prinsip-prinsip good corporate governance tersebut sesuai Pasal 3 Surat
Keputusan Mentero BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang
Penerapan good corporate governance pada BUMN adalah sebagai berikut :

a. Transparancy (Keterbukaan).

b. Accountability (Akuntabilitas).

Tatu Meisaroh, 2013

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Suatu Kasus Pada
Bank Yang Melakukan Merger dan Akuisisi Periode 2006-2011)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



66

c. Responsibility (Pertanggungjawaban).
d. Independency (Independen).

e. Fairness (Kesetraan dan Kewajaran).

Dengan prinsip tersebut kesenjangan yang terjadi akan bisa dijembatani
karena ada suatu aturan yang mengatur keduanya .

Penerapan good corporate governance bertujuan untuk meningkatkan
kinerja keuangan melalui keberhasilan usaha, hal ini sesuai dengan pengertian
good corporate governance menurut Kepmen Nomor Kep-117/M-MBU/2002
adalah :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai

etika”.

Berdasarkan sumber munculnya good corporate governance yaitu ketika
adanya konflik kepentingan yang berakibat munculnya agency cost, sehingga
dengan pelaksanaannya akan mengurangi biaya yang dikeluarkan akibat agency
problem tersebut. Dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan akan berimbas
pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh
berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran Kinerja
perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu,

pengukuran Kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam
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rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur Kkinerja
perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.
Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu
manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan
yang kompetitif.

Tujuan akhir dari perusahaan adalah ingin dicapainya laba atau
keuntungan yang maksimum dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang
dimiliki perusaahaan.Dengan memperoleh laba yang maksimum seperti yang
telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik,
karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi
baru.Pengukuran kinerja untuk mengetahui bagaimana perusahaan “mampu
menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya opersioanl
perusahaan adalah profitabilitas atau rentabilitas.

ROI merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan hasil atas
jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.ROI juga merupakan suatu
ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Hasil
pengembalian investasi merupakan produktifitas dari seluruh dana perusahaan,
baik modal sendiri maupun pinjaman.

Pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan akan
memberikan sebuah pengaturan pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan kemampuan perusahaan. Ketika perusahaan sudah dikelola

dengan memanfaatkan semua potensi dan kemampuannya maka diharapkan
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akanmemberikan hasil yang baik yaitu berupa kinerja keuangan yang baik. Dapat
disimpulkangood corporate governanceberpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Pemikiran penulis ini didukung pula oleh hasil-hasil penelitian terdahulu
yang menyatakan dengan penerapan good corporate governance dapat
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut diantaranya
dilakukan dilakukan pada tahun 2009 oleh Mohamed Akhtaruddin, Monirul Alam
Hossain, Mahmud Hossain dan Lee Yao, dalam jurnal ilmiah asing yang
diterbitkan The University Of Science Malaysia yang berjudul Corporate
Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian
Listed Firms, hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan positif antara
ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan dewan direksi
terhadap pengungkapan kinerja keuangan. Deni Darmawati, et al. (2005) dengan
hasil penelitian bahwa Corporate Governance secara statistik signifikan
mempengaruhi Return on Equity (ROE). Senada dengan itu, Rudy Tri Santoso
(2012) melakukan penelitian dengan hasil penelitian ini menunjukan adanya
adanya pengaruh antara ukuran dewan komisaris,jumlah rapat dewan komisaris,
ukuran atau jumlah komite audit, dan jumlah rapat komite audit terhadap

pengungkapan kinerja keuangan.
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti menyusun

sebuah kerangka pemikiran yang akan disajikan pada gambar 2.1.
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Direktur Direktur Direktur
Prinsip Corporate Governance :
1. Transparency (Keterbukaan) o
2. Accountability (Akuntabilitas) > Kinerja Keuangan :
3. Responsibility (Pertanggungjawaban) ROA
4. Independency (Kemandirian)
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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Dari hasil kajian terhadap penelitian-penelitian yang dikemukakan diatas,
diperoleh sebuah kerangka pemikiran teoritis untuk mendukung penelitian dan
ringkasan grand theory penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.Dalam
penelitian pengukuran penerapan good corporate governance diukur melalui
proporsi kepemilikan, dewan komisaris dan dewan direksi dan pengukuran kinerja
keuangan dilihat dari dimensi profitabilitas yang diukur dengan ROI sebagai alat
ukurkeefektivitasan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya dan
investasi -untuk memperoleh laba.Dari hasil paparan kerangka berfikir diatas
diharapkan adanya pengaruh penerapangood corporate governanceterhadap
kinerja keuangan pada bank yang melakukan merger dan akuisisi.

Dari bagan kerangka pemikiran tersebut, dapat ditarik sebuah hubungan
variabel secara lebih sederhana, yaitu sebagai berikut:

Hubungan variabel tersebut dapat terlihat pada gambar E.2.

Proporsi Kepemilkan
(X1)

Kinerja Keuangan

(Y)

Dewan Komisaris
i (X2) i

Dewan Direksi
(X3)

1 Good Corporate Governance

Gambar 2.2
Hubungan Variabel
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2.8 Hipotesis penelitian

Menurut Husein Umar (2000:42) bahwa “hipotesis adalah suatu
pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proporsi atau adil yang berfungsi
sebagai pegangan sementara atau jawaban sementarayang masih harus dibuktikan
kebenarannya di dalam kenyataan (empirical verification), percobaan
(experimentation) atau praktek (implementation).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukan di atas, dimana good
corporate governance diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata
terhadap kinerja keuangan.

Hipotesis yang penulis rumuskan dalam penilitian ini adalah sebagai
berikut:

Hipotesis; : Proporsi kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hipotesis, : Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hipotesis; : Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Hipotesis, : Penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap

kinerja keuangan.
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